BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum,pernyataan ini jelas dimuat dalam
batangtubuh UUD RI 1945, tepatnya pada Pasall ayat (3), berbunyi : “Negara
Indonesiaadalah negara hukum”. *® Sebagai Negarayang menyatakan dirinya
sebagai Negarahukum (Rechtstaat), bukan sebagainegara yang berdasarkan
kekuasaan(Machtstaat) kekuasaan semata.Secarakonstitusi Negara kita sudah
menyatakansecara tegas dalam batang tubuhnya,bahwa Negara Indonesia
berdasarkanhukum.Berarti sudah seharusnya hukumsebagai panglima tertinggi
yang harusdijunjung tinggi keberadaan danpemberlakuannya.

Indonesia sebagai Negara hukum, pasti yang dikedepankan adalah aturan
hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga Negara adalah sama
dihadapan hukum. Itupun jelas dan terang sudah dimuat dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.Sehingga siapa saja yang
melanggar hukum wajib dikenakan sanksi.Jangan sampai ada perlakuan yang
berbeda atau justru sebaliknya yaitu adanya diskriminasi perlakuan yang sengaja
dibedakan karena berbagai segi dan faktor yang menyebabkannya.>® Saat sekarang

ini seiring dengan maraknya perbuatan lllegal logging, maka sejak tahun 2013

*UUD 1945 yang sudah diamandemen, (Surabaya : Apollo Lestari, ) h.4.

*%John Salindeho. Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan,(Jakarta: Sinar
Grafika,1993), Cet-Kedua, h.111.
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disahkanlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Undang-undang ini sebagai pengganti dari
Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Illegal logging sebenarnya bukan hal yangbaru, sudah ada sejak jaman
penjajahan Belanda, disaat Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Reglement
Hutan 1865, Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan.> Sebagai aturan pertama
yang dibuat dan dijalankan Pemerintah Hindia Belanda ada 2 (dua) masalah yang
muncul dalam pelaksanaan Reglement 1865 pada waktu itu, yaitu:

1. musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya
pemisahan hutan yang dikelola tidak teratur.

2. banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu
untuk rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan bakar dan

lain-lain.

Persoalan illegal logging kini sudah menjadi fenomena umum yang
berlangsung di mana-mana. lllegal logging bukan merupakan tindakan haram
yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan
keseharian. Fenomena illegal logging kini bukan lagi merupakan masalah
kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiaanya pun
membutuhkan banyak pihak terkait. Penegakkanhukum terhadap pelaku peredaran
kayu tanpa dokumen (lllegal logging) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan

amanat Undang- Undang Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan

*!1 Nyoman Nurjaya,”Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia”, Jurnal Hukum,
Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, 2005. Dikutip dari CDFakultas Hukum dan Program Studi llmu
HukumProgram Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang
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Pemberantasan Pengrusakan Hutan, karena di samping keterbatasan dari aparat
penegak hukum juga banyaknya pihak yang terlibat mulai dari oknum aparat desa,
kecamatan maupun backing dari pihak TNI/Polri sendiri. Aktivitas peredaran
kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan Negara dari segi pendapatan
Negara maupun segi perlindungan hutan.

Pemerintah sudah mengatur mengenaiprosedur pemanfaatan hasil hutan
sesuai yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts-
11/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.55/MENHUT-11/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang
berasal dari Hutan Negara. Tidak terbayarnya pajak kepada negara berupa Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti
nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana
Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan
pendukungnya yang dipungut dari Pemegang lzin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan dari hutan alam yang berupa kayu diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.>

Menurut pendapat Zain bahwa istilah “kerusakan hutan” yan dimuat dalam
peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan
bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme vyaitu,
pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan

dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan

>?HendroKusmayadi.”Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah PolresBerau”,Program Studi Magister IImu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (Malang, 2013), h. 3-4.



65

hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah
suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan
atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.>®

Pelanggaran ini dalam hukum positif akan dikenakan sanksi pidana berupa
pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk
melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada
pelaku secara kumulatif. Sebagaimana termuat dalam Pasal 11 dan 82 sampai 103
UU No. 18 tahun 2013.**

Terjadinya putusan bebas (verjspraak) yang dijatuhkan oleh hakim, pada
Pasal 191 ayat 1 KUHAP, jika pengadilaan berpendapat bahwa dari hasil
pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus
bebas. Dengan demikian dalam kasus korupsi dan illegal logging, sangat susah
untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana .lllegal logging
tidak ada definisi secara tegas dalam aturan perundang-undangan.Pada praktek
pembrantasan dan penegakan hukum, rumusan illegal logging mengalami
perluasan makna, yakni rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan,
pengangkutan, pengelolaan hingga jual beli, (Ekspor) kayu yang tidak sah,

bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerusakan hutan.

>3 Nurdjana, dkk., Korupsi dan lllegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi,
(YYogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h.16

>*Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Perusakan Hutan. h.8
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Demikian esensi dari tindak pidana illegal logging, bahwa tindakan itu
menyebabkan kerusakan hutan yang secara tidak langsung merusak ekosistem
yang ada dan kelestarian fungsi hutan terganggu, kemudian terabaikanya HAM.
Dalam hal ini dilanggarnya hak-hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat

dan baik .»®

Didalam Al — Qur’an dan Hadits juga dijelaskan mengenai pemeliharaan
lingkungan hidup merupakan penentu keseimbangan alam diantaranya QS. Al-
Qashash ayat 77, Allah berfirman:
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Artinya : "..dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ”.>®

Kemudian QS.Asy syu’ara’ ayat 183, Allah juga berfirman :

< e 2.7 44,} /~/z£//95;’:' .’i"w/ > s
Artinya :dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;>’

Selain itu, Nabi Muhammad juga memberi pesan dan peringatan kepada

seluruh umatnya terkait masalah lingkungan dalam haditsnya :

% Opini.“Menyikapi putusan bebas pelaku illegal

logging”.http://hukum.kompasiana.com/2010/07/22/menyikapi-putusan-bebas-pelaku-ilegal-
logging-201560.html diakses pada 11 Desember 2013.

*®Departemen Agama Republik Indonesia, 4/Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, 1984),
h.613.

|bid. h.578
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Artinya : Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah seorang muslim menanam

sebuah pohon atau sebuat tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia,

atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah .

Juga hadist dari Abu Daud dalam kitab Adab- -nya no. 4561
dwuﬁuw@\dowum;w\fmwywﬁ‘& "
o s e A ool Oyt 08 (oot i 8 35 led 5 i i
w.\zj\ 16 U st 1gina 38 2313 g (et 1 8 Ay Al gyl adad
wjmtgj\jw\ \L@M@W‘;ejww@g}:ﬁd
g@wd\wwjﬂb“wub.\r)U\@u\J@ﬂ\ L@.édjdjg.t

/

°

Mu’e :fcdw‘g“jgwu”;*/ /bf’iéa)‘lf&ﬁ:\_;

D(391> slolgy) .O};d (;.L:ajg\;l.éw\ Lo \3\ Eudsd! 25 \u, 3535

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali berkata, telah
mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Ibnu Juraij dari Utsman bin Abu
Sulaiman dari Sa’id bin Muhammad bin Jubair bin Muth’im dari Abdullah bin
Hubsyi ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Barangsiapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan
kepalanya dalam api neraka.” Abu Dawud pernah ditanya tentang hadits
tersebut, lalu ia menjawab, ‘“Secara ringkas, makna hadits ini adalah bahwa
barangsiapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan
zhalim; padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-
hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka.” Telah
menceritakan kepada kami Makhlad bin Khalid dan Salamah -maksudnya
Salamah bin Syabib- keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami

% Abi ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail Bukhari, “Sakik albukhari”, (Ar-Riyadh :
Darussalam, 1422 ), h.396

*Muhammad Zahiir Bin Naasir Annaasar, Aljaami’ Almusnad As-sahih Al-mukhtasar
min umuuri Rasulullah salallahu’alaihi wasallam wasunanah wa ayyamah, diterjemahkan oleh
Zainuddin ahmad az-zubaidi dengan judul Terjemah hadits shahih Bukhari, (Semarang : PT.Karya
Toha Putra,1986) dikutip dari CD. Ashabul muslimin.

% Muhammad Nasiruddin Al-Albani,Sakik sunan abu daud,(Riyadh : Maktabah Al-
Ma’arif, ) Jilid.3,cet.1, 1419 H/1998 M. h.327
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Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Utsman bin
Abu Sulaiman dari seorang laki-laki penduduk Tsaqif dari Urwah bin Az Zubair
dan ia memarfu’kannya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam seperti hadits
tersebut. ™

Syari’at Islam juga memiliki aturan terhadap pelaku penebangan liar
(Illegal Logging) sumber daya alam yang ditentukan oleh seorang Qadi (Hakim)
denganjenis hukumannya adalah ta’zir. Besar hukuman tergantung dari perbuatan
yang dilakukan dan ini tergantung dari kebijakan serta keputusan hakim.
Hukuman berlaku untuk perbuatan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak
sengaja (berupa kelalaian) adalah suatu tindakan kejahatan dan perbuatan yang
membawa akibat kepada diri sendiri maupun orang lain.Perbuatan seperti ini
dalam hukum Islam digolongkan dalam Tindak pidana Ta’zir (Jarimah Ta’zir )

Undang-undang, peraturan atau kebijakan-kebijakan dibuat, tetapi manusia
masih juga tetap melakukan perusakan terhadap sumber daya alam ataupun
melakukan penebangan liar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (kelalaian).

Dari masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah illegal

logging ini dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku lllegal Logging

Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,

permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian adalah sebagai berikut ;

*'Muhammad Nasiruddin Al-Albani,sahih sunan abu daud, diterjemahkan oleh Tajuddin
Arief, dkk dengan judul, Terjemah Shahih Sunan Abu Daud,(Bogor :Pustaka Azzam,2002) cet.
Pertama, jilid 3.h.358
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1. Bagaimana ketentuan hukum Positif dan hukum Islam mengenai sanksi
pidana bagi pelaku Illegal Logging ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Positif dan Hukum

Islam tentang pelakulllegal logging ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang

dibagi menjadi beberapa tujuan pokok yaitu :

1. Untuk melihat dari dekat bagaimana ketentuan hukum Positif dan hukum
Islam mengenai sanksi pidana bagi pelaku lllegal Logging.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis persamaan dan perbedaan ketentuan

sanksi pidana hukum Positif dan Hukum Islam tentang pelaku Illegal logging.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai

berikut :

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran serta bahan
pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan penebangan pohon liar
untuk pembangunan atau penggarapan lahan, dengan harapan

meningkatkan dan mengembangkan kearah yang lebih baik.
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2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi yang melakukan
penelitian lebih lanjut, tentunya dengan masalah yang berbeda.

3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan
hukum terhadap pelaku Illegal Logging menurut Hukum Positif dan
Hukum Islam.

4. Sebagai bahan bacaan khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Batasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dari judul di atas dan menghindari kesalah
pahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulisperlu

mengemukakanatasan istilah yaitusebagai berikut:

1. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk
memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.® Maksud
dari sanksi disini adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar yang
tidak menaati peraturan baik berupa denda maupun kurungan penjara.

2. lllegal loggingadalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan
kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat..®®
Maksudnya adalah suatu kegiatan penebangan pohon atau hutan yang
secara sembunyi — sembunyi dari pengawasan pemerintah atau masyarakat

karena tidak memiliki izin.

%2Ebta setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline,dikutip dari EBOOK KBBI
Offline Versi 1.

%3 bid
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3. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada
saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan
ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara
Indonesia. ® Maksudnya adalah seperangkat peraturan yang sudah
dibukukan dalam bentuk undang — undang dan mengikat atas siapa saja.

4. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yg berkenaan dengan
kehidupan berdasarkan Al-quran dan Hadis.®® Maksudnya adalah segala

macam aturan yang mengatur kehidupan orang — orang muslim.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul di atas adalah meneliti
perbedaan dan persamaan antara kedua Hukum tersebut yaitu antara Hukum

Positif dan Hukum Islam tentang Sanksi terhadap pelaku illegal logging.

F. Tinjauan Pustaka

Buku-buku atau bahan hukum yang meneliti masalah Illegal Logging dan
lingkungan hidup pada umumnya, masih relatif langka. Namun dari penjajakan
awal, terdapat beberapa bahan pustaka yang relepan sebagai bahan rujukan judul

ini, di antaranya:

1. Tesis Fakultas Hukum, Program Studi Magister llmu Hukum Universitas
Brawijaya Malang, 2013. Tentang “Penegakan Hukum Dalam Penyidikan

Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa lIzin Di Wilayah Polres

®bid

% bid
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Berau”oleh Hendro Kusmayadi. Mengatakan bahwa sebenarnya
penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging telah dilakukan sejak
lahirnya Undang — Undang Nomor 5 tahun 1967, tentang Pokok — pokok
kehutanan. Namun ancaman terhadap pelaku tindak pidana tersebut seperti
menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa
ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal — pasal dalam KUHP
tentang pencurian. Setelah berlakunya Undang — Undang Nomor 41 tahun
1999 tentang kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan hasil kayu hasil
hutan tanpa ijin pihak yang berwenang dikenakan pidana sebagaimana
tercantum dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang — Undang Nomor 41 tahun
1999 yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan dikenai
Pasal —Pasal dalam KUHP.®®

2. Jurnal llmu Hukum Volume 2, Nomor 2, Desember 2012. Tentang
“Sanksi Terhadap Pengrusakan Lingkungan hidup dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” oleh Hj.Nurwahidah.
Mengatakan bahwa sanksi pengrusakan lingkungan hidup ada di dalam
hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Hukum pidana Islam
memberlakukan hukum ta’zir bagi perusak lingkungan , yang jenis dan
besarnya hukuman tergantung hakim yang memutuskannya. Hukum ta’zir
memang kurang tegas. Sedangkan di dalam hukum positif cukup tegas

mengatur sanksi bagi pengrusakan lingkungan hidup, yaitu sanksi

%®Hendro Kusmayadi. “Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau”, Tesis, ( Malang : Universitas
Brawijaya,2013) h.2. t,d. ebook ilmu hukum.
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administratif, pidana, perdata, dan refresif, tetapi hukum positif
mempunyai kelemahan dari sisi penegakkan hukum di lapangan. Menurut

penulis, bahwa belum ada membahas di dalam hukum Islam.

3. Jurnal Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2005 : 35 — 55tentang”Sejarah Hukum
Pengelolaan Hutan di Indonesia” oleh I Nyoman Nurjaya.Mengatakan
bahwa Kronologi sejarah hukum pengelolaan sumber daya hutan yang
diberlakukan pada masa Hindia Belanda sampai paska kemerdekaan
Indonesia menjadi relevan dan krusial untuk dikaji dan dipahami secara
kritis, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai
pengalaman pemerintah dalam membangun instrumen hukum pengelolaan
hutan dari masa ke masa serta implikasi ekonomi, ekologi, dan sosial-
budaya dari implementasi instrumen hukum tersebut (Peluso, 1990, 1992;
Fox, 1990, Poffenberger, 1990). Secara substansial, dengan mengkaji
instrument-instrumen  hukum  kehutanan  yang  diproduk  dan
diimplementasikan pemerintah dari masa kolonial dampai ke masa pasca
kemerdekaan dapat diperolen bahan-bahan (substansi) hukum yang
relevan dan bermakna, sebagai masukan yang konstruktif untuk
merumuskan dan membentuk instrumen hukum pengelolaan sumber daya
hutan yang lebih akomodatif dan rensponsif dengan dinamika pengelolaan

sumber daya hutan pada masa kini.®’

®’I Nyoman Nurjaya,”Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia”, Jurnal Hukum,
Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, 2005. Dikutip dari CD Fakultas Hukum dan Program Studi lImu
HukumProgram Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang



74

4. Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010: 61 — 84 tentang “Penegakan
Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus lllegal Logging” olehTeguh
Soedarsono. Mengatakan bahwa Penelitiandan penelusuran materi ini
menunjukkanfakta bahwa keputusan hukum terhadap kasus penebangan
hutan ilegal yang dilakukan pada pengadilan wilayah maupun pengadilan
tinggi telahmenimbulkan tak hanya kontradiksi di dalam pejabatatau
pegawai hukum itu sendiri, tetapi juga membawa kontroversi pada
masyarakat umum. Masalah ini tak hanya munculdan terjadi karena
ketidakkonsistenan sudut pandang normatif pada jaksa penuntut dan hakim
terhadap isu penebangan hutan ilegal dan proposalproyek anti korupsi,
tetapi juga akibat lemahnya integritas moral dari aparat hukum yang
memiliki hubungan baik dan dekat dengan oknum pelaku penebangan
hutan liar atau ilegal. Maka penting untuk diwujudkan,didirikan, dan
dilaksanakannya perundang-undangan aturan hukum yang kuat dalam
kasus atau masalah penebangan hutan ilegal ini. Kompleksitas
permasalahan yang terjadi dalam kasus penebangan hutan liar ini juga
disebabkan oleh beberapa masalah lain, seperti kurangnya kewaspadaan
masyarakat lokal, jaksa penuntut umum, serta hakim yang biasanya lebih
menggunakan pendekatan hukum secara administrative ketimbang
menggunakan sistem hukum yang integral, yang berakibat pada gagalnya
perwujudan aturan hukum dan kontrol yang efektif terhadap kasus maupun

pelaku dari penebangan hutan liaratauilegal.®®

%Teguh Soedarsono. “ Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal
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5. Beberapa produk perundang-undangan yang terkaitlllegal logging, di
antaranya :

a. Peraturan Pemerintah pengganti undang - undang Republik
Indonesia Nomor | Tahun 2004 tentang perubahan atas undang -
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Republik Indonesia
tentang Pencegahan dan Pemberantaan Perusakan Hutan, Bab 1
ketentuan Umum pasal 1 ayat (1)

c. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan
pokok pengturan lingkungan hidup

d. Ketentuan pidana berdasarkan pasal 15 undang-undang Nomor 11

tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut penulis dari hasil penelitiannnya menyatakan bahwa, baik di
dalam hukum Islam maupun hukum positif bahwa Illegal logging itu dilarang,
bagaimanapun bentuk kegiatannya itu tetap haram hukumnya karena banyak
membawa mudaratnya dari pada manfaatnya. Dan apabila melanggar di dalam
hukum Islam dikenakan ta’zir, sedangkan didalam hukum positif maka akan

dikenakan sanksi administratif, pidana, perdata, dan refresif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Logging®, (Jakarta :2010), Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010, h. 61 — 84. Ebook .
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Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode atau cara
yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan hukum yang ada® .Dengan mempelajari dan menelaah bahan-
bahan hukum yang berhubungan dengan Illegal logging yang penulis dapatkan

dari berbagai perpustakaan. Adapun sifat penelitian ini adalah studi komparatif.

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri atas 3 bahan hukum, yaitu bahan

hukum Primer, Sekunder, dan bahan hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas :

1) Al-Quran dan terjemahnya

2) UUD RI 1945

3) Undang - Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

4) Undang - Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999
tentang Kehutanan.

5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Republik
Indonesia Nomor | Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang

— Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

%9Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. ke — 11. h. 13-14.
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“Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

(Kasus Papua)” oleh Sukardi

b. Bahan Hukum Sekunder

1)

2)

3)

4)

“Sanksi Terhadap Pengrusakan Lingkungan hidup dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” oleh
Hj.Nurwahidah dalam SYARIAH : Jurnal Illmu Hukum
Volume 2, Nomor 2, Desember 2012.

“Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak
Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau”
oleh Hendro Kusmayadi dalam Tesis Fakultas Hukum,
Program Studi Magister IImu Hukum Universitas Brawijaya
Malang, 2013.

“Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus
lllegal Logging” olehTeguh Soedarsono dalam Hukum : Jurnal
lImu Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010.

“Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak
Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres
Berau”oleh Hendro Kusmayadi dalam Tesis Fakultas Hukum,
Program Studi Magister lImu Hukum Universitas Brawijaya

Malang, 2013.
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6)

7)

8)

9)
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”Sejarah  Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia” oleh |
Nyoman Nurjaya dalam Hukum : Jurnal Hukum Vol. 2, No. 1
Maret 2005 : 35 — 55.

“Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus
lllegal Logging” oleh Teguh Soedarsono dalam hukum :Jurnal
Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010 : 61 — 84.

Fikih lingkungan hidup oleh Ali Yafie tentang “Merintis Fikih
Lingkungan Hidup”

Fikih Lingkungan oleh Prof. Dr. Muljiono Abdillah, M.A
tentang * Panduan Spritual Hidup Berwawasan Lingkungan”
Undang — Undang Pemeliharaan Lingkungan Hidup No 32

Pasal 2

10) Media Online seperti :

a) http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, diakses pada
tanggal 30 Mei 2014

b) Penebangan Liar,(http://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan
_ liar), Diakses 20 Februari 2014

c) Illegal logging, Penyebab dan Dampaknya, (http://www2.
kompas. com /kompas-cetak/0309/ 16/0pini/563606.htm),

Diakses 20 februari 2014


http://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan
http://www2/
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c. Bahan Hukum Tersier
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. Balai Pustaka 1988.
- Kamus Hukum Lengkap : Mencakup istilahn Hukum dan Perundang-
undangan Terbaru. Gudang Penerbit 2012.
- Kamus Al-munawwir Indonesia-Arab Terlengkap. Pustaka Progressif

1997

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, di gunakan teknik berikut:

a. Survey Kkepustakaan, vyaitu dengan melakukan observasi di
perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan Kitab
yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.

b. Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah bahan hukum Primer,
Sekunder dan Tersier yang berhubungan dengan masalah yang akan

diteliti untuk dijadikan data yang kemudian akan diuraikan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan

beberapa tahapan antara lain:
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1) Editing (seleksi data), yaitu data yang diperoleh di cek kembali
kelengkapnnya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat
dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.

2) Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data yang
diperoleh  berdasarkan  permasalahannya,sehingga  tersusun
sistematis.

3) Interpretasi, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya
terhadapdata yang dirasakan kurang jelas,sehingga lebih
mudahdimengertikan.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :
Kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan
secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan jalan

memperbandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.”

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari Empat bab dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :

Bab | Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, signifikasi penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode

penelitian, sistematika penulisan.

"Sutrisno Hadi. MetodologiResearch, (Yogyakarta :Andi Opset,1990), Jilid 1, Cet.XXII
h. 36.
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Bab Il Landasan Teori menguraikan tentang : Konsep umum tentang
illegal loggingmenguraikan tentang konsep illegal logging (pengertian illegal
logging, faktor penyebab illegal logging, bentuk - bentuk illegal logging).

BAB 11l Analisis perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku illegal
logging, menguraikan sanksi pidana terhadap pelaku illegal logging menurut
hukum positif dan hukum islam, Persamaan dan perbedaan dari kedua hukum.

Bab 1V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.
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BAB Il
KETENTUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING

MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan umum

1. Sanksi Pidana Illegal LoggingMenurut Hukum Positif

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam
lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
Sedangkan Perusakan hutan adalah proses, caraatau perbuatan merusak hutan
melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau
penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di
dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang
sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.™

Pembalakan liar (Illegal logging) adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil
hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.Seiring dengan berkurangnya
luasan hutan dan kawasan hutan karena kerusakan di Indonesia, banyak berbagai
cara dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Sebagai langkah nyata upaya

yang dilakukan untuk melindungi hutan maka diterbitkan undang — undang dan

"Undang — Undang Republik Indonesia Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013, Ketentuan Umum Pasal 1. h.3
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Peraturan Pemerintah, yang mempunyai kekuatan hukum.Perlindungan hutan
perlu diberikan status yang kuat berdasarkan undang — undang hal ini bertujuan
untuk menyamakan persepsi pada semua aspek pengelola hutan, sehingga
perlindungn hutan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan optimal.

Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan, sehingga
pengelola hutan menjadi ikut bertanggung jawab atas perlindungan hutan dari
berbagi gangguan hutan. Berbagai lembaga pengelola hutanantaralain yaitu Dinas
Kehutanan, HPH (Hak Pengusahaan Hutan), BUMN (Badan Usaha Milik
Negara), HPH perusahaan patungan (BUMN dan Swasta) dan Persero.Secara
umum perlindungan hutan merupakan tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat luas.Untuk mengikat hal ini maka diatur dalam undang — undang dan
peraturan pemerintah. Undang — undang yang mengatur tentang perlindungan
hutan antara lain : Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pasal 54 sampai pasal 57, pasal 76 dan pasal
81, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Dari
semua Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan hutan
yang digunakan sebagai landasan sumber hukum yang digunakan yaitu UUD
1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3).”

Undang-Undang DasarRepublik Indonesia 1945 Perlindungan hutan diatur
dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3).Pasal 5 ayat (1)

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan

2 Transtoto Handadhari SHA.” Kepedulian Yang Terganjal-Menguak Belantara
Permasahan Kehutanan Indonesia”. ( Jakarta : PT Elex Media Komputindo-Kompas
Gramedia,2009), h.39
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Perwakilan Rakyat. *Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang
kekuasaan membentuk undang-undang.Atas pertimbangan dari kedua pasal
tersebut maka Presiden mengajukan rancangan undang - undang kepada DPR
untuk membentuk Undang - undang mengenai perlindungan hutan.’*Pengajuan
rancangan undang - undang didasarkan pada pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. "> Undang - undang
perlindungan hutan perlu dibuat, karena hutan merupakan salah satu kekayaan
alam yang didalamnya menguasai hajat hidup orang banyak sehingga hutan perlu
dilindungi dari sistem pengelolaan yang ada.

Perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia memiliki asas

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUP3H, diantaranya meliputi :

1) keadilan dan kepastian hukum;
2) keberlanjutan;

3) tanggung jawab negara;

4) partisipasi masyarakat;

5) tanggung gugat;

6) prioritas; dan

7) keterpaduan dan koordinasi.”®

UUD 1945 yang sudah diamandemen, Op.Cit, h.5.
“Ibid.h.11
Ibid.h.23

®Undang — Undang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan Nomor 18
Tahun 2013, Pasal 2. h.5
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Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3

UUP3H, diantaranya :

1)

2)

3)

4)

Dari

menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku
perusakan hutan;

menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap
menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem
sekitarnya;

mengoptimalkan  pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan
dengan  memperhatikan  keseimbangan  fungsi hutan guna
terwujudnya masyarakat sejahtera; dan

meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak
hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan

dan pemberantasan perusakan hutan.”’

pasal-pasal tersebut sudah jelas tergambarkan bahwa

penyelenggaraan bertujuan untuk menjaga hutan dan kawasan hutan dan

lingkungannya berdasarkan fungsi dari masing — masing hutan. Perlindungan

hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan

kawasan hutan , serta mempertahankan dan menjaga hak — hak pengelola hutan

atas pengelolaan hutan.

Hutan yang terganggu keseimbangannya akibat dari usaha atau kegiatan

yang dilakukan manusia sudah seharusnya dikembalikan fungsinya sebagai

Ibid, Pasal 3, h.6
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kehidupan dan memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan serta
keadilan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dengan cara
meningkatkan pembinaan dan penegakkan hukum, khususnya di Indonesia.
Adanya penegakkan hukum pelaku perusakan hutan merupakan upaya untuk
mencapai kepatuhan terhadap hukum dan merupakan persyaratan dalam ketentuan
hukum yang berlaku seara umum dan individual melalui kegiatan pengawasan
maupun penerapan hukuman atau sanksi baik secara administratif, perdata
maupun pidana.”

Drupsteen dalam buku karangan Takdir Rahmadi,menyebutkan yang
disebutnya sebagai bidang hukum fungsional (functioneel rechtsgebeid) yaitu di
dalamnya terdapat unsur — unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum
perdata. Oleh sebab itu, penegakkan hukum pelaku perusakan hutan dapat
dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen — instrumen dan sanksi —
sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata
dengan tujuan memaksa subjek hukum menjadi sasaran mematuhi peraturan
perundang — undangan hutan.”

Berbagai undang — undang telah diterbitkan mengenai perlindungan hutan,
untuk memperkuat status perlindungan hutan secara khusus maka pemerintah
menerbitkan PP No. 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Perlindungan

hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan

’®Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional,
(Surabaya : Airlangga Universitiy Press,1996), h. 190.

"Takdir Rahmadi, “Hukum Lingkungan Di Indonesia,”( Jakarta : Rajawali Pers,2011),
h.63
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hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,
kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan
menjaga hak hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan,
hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan
hutan. Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan,
pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan pada wilayah hutan dalam
bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Perlindungan hutan berdasarkan unit
pelaksana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah ataupun pemerintah
pusat.Perlindungan hutan atas hak pemegang tanah dan hak pengusahaan menjadi
tanggung jawab pemegang hak tersebut, berdasarkan jenis kegiatannya.®

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang
diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukan
hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang - orangnya atau subjeknya yang
khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus.®*

Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek
atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk
golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus
maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu

seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik - delik fiskal. Kejahatan illegal

Arifin Arief. “ Hutan Dan Kehutanan “, (' Yogyakarta : Kanisius, 2001 ), h.49

81pope, “Strategi Memberantas Korupsi”,( Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003
),Jakara, h.19
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logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang

perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut

pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara

umum kaitannya dengan unsure -unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat

dikelompokan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum vyaitu :

1)

2)

Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai
dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur
tentangpengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang
dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa
barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang — barang
yangmempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk
kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas
padabarang - barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam
pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan

pengrusakan hutan.

Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang -

Undang Hukum Pidana mempunyai unsur -unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
b) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang

adawaktu diambil tidak berada dalam pengausaan pelaku.



3)

4)
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c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan
dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk
dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidakdibebani.

d. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan
yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan
dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak
pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini
kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakandengan delik
pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak
mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman
tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu
secaraillegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal logging dan

merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Pemalsuan

Pemalsuan surat- surat dalam Pasal 263-276. Pemalsuan
materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan suratatau
pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHPadalah
membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat

sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat



5)

6)
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dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu
perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai
suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana
terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah

penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai
Pasal 377. Dalam penjelasan pasal 372 KUHP, Penggelapanadalah
kejahatan yang hampir sama dengan pencuran dalam pasal 362.
Bedanya bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih
Belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya”
sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barangitu sudah ada di

tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Penadahan

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah
adalahsebutan lain  dari  perbuatan persengkokolan atau
sengkongkolataupertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa
asingnya “heling”(Penjelasan Pasal 480 KUHP).Lebih lanjut
dijelaskan oleh R.Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi,
perbuatan membeli atau menyewa barang yang dietahui atau
patut diduga hasil dari kejahatan,dan perbuatan menjual, menukar

atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari
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hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling
lama 4 tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900 (Sembilan

ratus rupiah).®
Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil
hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi,
dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.adapun tujuan
penyelenggaran perlindungan hutan yang dilkukan secara khusus dapat
dilaksanakan atas persetujuan menteri. Perlindungan hutan pada kawasan hutan

dengan tujuan khusus untuk kegiatan :

1) penelitian dan pengembangan dapat diberikan kepada lembaga
yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;

2) pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang
melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

3) religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang

melaksanakan kegiatankeagamaan dan kebudayaan.
Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan
hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,

kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

82R. Soesilo,”KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal”, ( Bogor :
Politeria, 1988 ), h. 258.
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2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.®®

2. Sanksi Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Islam

Menurut Islam (Al-Quran) alam bukan hanya benda yang tidak berarti
apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.Alam dalam
pandangan Islam (Al-Quran) adalah tanda (ayat) “keberadaan” Allah.Alam
memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaan-Nya. Allah
berfirman dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 20 :

KPS ORI

Artinya :dan di bumi itu terdapat tanda—tanda/ (kekuasaan Allah) bagi
orang-orang yang yakin.**

Tafsir ayat :

a5y Ll Rolae Lo A LY e e tgl { st 30T 30 3 1l
el BNl Lty (JUdly slelly colilsdly Sl Gsio 0 e D3 06 2 el
3 Dbl e gt Loy Sslly SLLYI e sl ok Loy o150l ) Al Oty
o 38 IS moy 3 oS r aenST (3 Loy calidly Salandly (DS pgedlly J sl

% Ngadiono.“Tiga Puluh Lima Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia : Refleksi dan
Prospek ”, (Bogor : Yayasan Adi Sanggoro,2004 ).h.84

*Departemen Agama Republik Indonesia, 4/Qur’an dan Terjemahnya, Op. cit. h. 849
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Terjemah tafsir :

Maksudnya, didalam bumi itu terdapat berbagai tanda yang menunjukkan
keagungan Penciptanya dan kekuasaan-Nya yang sangat jelas berupa berbagai
macam tumbuhan, binatang, hamparan bumi, gunung, tanah kosong, sungai,
lautan dan berbagai macam bahasa dan warna kulit manusia, serta sesuatu yang
telah ditakdirkan untuk mereka berupa keinginan dan kekuatan, dan apa yang
terjadi diantara mereka berupa perbedaan tingkat dalam hal pemikiran,
pemahaman, dinamika kehidupan, kebahagiaan, kesengsaraan, dan hikmah yang
tedapat didalam anatomi tubuh mereka, yaitu dalam menempatkan setiap anggota
tubuh dari keseluruhan tubuh mereka pada tempat yang benar — benar mereka
perlukan. Itulah sebabnya Allah Ta’ala berfirman : “dan (juga) pada dirimu
sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?” Qatadah mengemukakan
:”barangsiapa bertafakkur (memikirkan) penciptaan dirinya sendiri, maka ia akan
mengetahui bahwa dirinya itu hanya diciptakan dan persendiannya dilenturkan
semata — mata untuk beribadah.”®

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia

dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk
(termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif
baik secara implisit maupun ekplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Didalam
Q.S Al-‘Araf ayat 85 telah ditegaskan bahwa melestarikan lingkungan hidup

merupakan manifestasi keimanan :

-~ ° 8 -8 . E”"/a// ] C} f”/ 2 ¢ R 2 _— 53
PEREXSW S Ry (NP N = R E NN PN %) s

8 Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim, ( Ar-Riyaadh :
Daarul Kutub Al-hadiisah,1420 H ), Juz. 1,cet. Ke-2, h.419 Dikutip dari CD. Maktabah al-Imaam
Ibnu kasiir.

8 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min
Ibnu Kasir, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar dan Abu lhsan al-Atsari dengan judul Tafsir lIbnu
Katsir Jilid 7, ( Jakarta : Pustaka imam asy-Syafi’l, 2004 ) cet.Pertama, h.535
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Artinya : “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah
Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul
kamu orang-orang yang beriman » 8
Sedangkan merusak lingkungan hidup merupakan sifat orang munafik dan

pelaku kejahatan sebagai mana yang tercantum dalam Q.S Al-Bagarah ayat 205

yang berbunyi :

=
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Artinya : “dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk

Yo

Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang

ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. 88

Tafsir ayat :

Joedlly Jledlly go) 1 sl 12 g A0 BYaly 2, Y1 (3oLl V) Ak )l 35U 1
B e 13Ld 501 3 s 13 dal JBy L Lag V) ol ol Yl Ul £ sa
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Terjemah tafsir :

Orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang munafik yang
perbuatannya hanyalah membuat kerusakan dimuka bumi dan membinasakan
tanaman — tanaman, termasuk kedalam pengertian ini persawahan dan buah —
buahan, juga ternak yang keduanya merupakan makanan pokok bagi manusia.
Mujahid mengatakan, “apabila terjadi kerusakan dimuka bumi, karena Allah
mencegah turunnya hujan, maka binasalah tanaman — tanaman dan binatang

ternak”.Allah tidak menyukai orang yang bersifat merusak, tidak suka pula
kepada orang yang melakukannya.*

¥Departemen Agama Republik Indonesia, A/Qur’'an dan Terjemahnya, Op. cit. h. 229
%1bid. h.46

# Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir Al-Quran Al- ‘Azhim, Op.Cit, h.564
%Ibid. h.354-356
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Karena alam adalah lokus manifestasi dari seluruh nama-nama dan sifat-
sifat [lahi, maka merusak alam berarti merusak “wajah” atau tanda (ayat) Tuhan di
muka bumi. Manusia, terutama umat Islam, harus memperlakukan dengan baik
karena ia adalah tangga untuk merenungi kemahakuasaan Allah. Renungan akan
keindahan dan keharmonisan alam akan mengantarkan kaum Muslim menjadi
orang-orang bertagwa.

Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa alam diciptakan untuk

memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam Q.SAl-Jatsiyahayat13 :

\
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Artinya :dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa
yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya
padayang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi
kaum yang berfikir.**

Tafsir ayat :

L ey SV Jlodlly JUdly ST e T 2031 3 Loy Slsandl 3 Lo (oST iy
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Terjemah tafsir :
“Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada dibumi semuanya.”Yaitu

berupa binatang — binatang, gunung — gunung, lautan, sungai — sungai dan

segalahal yang dapat kalian manfaatkan.Artinya, semuanya itu merupakan

'Departemen Agama Republik Indonesia, A/Qur’an dan Terjemahnya, Op. cit. h. 806

%2 Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir Al-Quran Al- ‘Azhim, Op.Cit, h.266
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karunia, kebaikan, dan anugerah-Nya. * Ayat inilah yang menjadi landasan
teologis pembenaran Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk
memenuhi kebutuhan manusia.lslam tidak melarang memanfaatkan alam, namun
ada aturan mainnya. Manfaatkan alam dengan cara yang baik (bijak) dan manusia
bertanggungjawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan
merusaknya.

Banyaknya ayat Al-Quran yang membicarakan larangan merusak bumi,
mengindikasikan kewajiban umat Islam untuk memelihara kelestarian dan
keasrian bumi.Setiap perusakan lingkungan haruslah dilihat sebagai perusakan
terhadap diri sendiri.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Qashshah ayat 77 :

P
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Artinya :“.....dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. ”
Tuntunan moral Islam dalam mengelola alam adalah larangan serakah dan
menyia-nyiakannya sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-A’raf ayat 31 :
SN i T
Artinya :...”Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

berlebih-lebihan ”.%

%Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishagq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min
Ibnu Kasir, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul Tafsir Ibnu
Katsir Jilid 7, h.338

%Departemen Agama Republik Indonesia, 4/Qur’an dan Terjemahnya,0p.Cit, h.219



97

Tafsir ayat :
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Terjemah tafsir :

IbnuJarirmengatakansehubungan denganmakna firman-Nya:
(;;4 /z £ .- }9,4’-\
s N8 e 17D
Artinya :...”Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

berlebih-lebihan .
Dan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah Ayat 87 :

(a

Artinya :... “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas”...

Yakniyangmelampaui batasanAllahdalammasalahhalalatauharam,
yangberlebih-lebihanterhadapapa  yang  dihalalkan-Nya,  yaitu  dengan
menghalalkan  yang diharamkan-Nya  atau mengharamkan  yang
dihalalkan-Nya.TetapiAllahmenyukai sikap yang menghalalkan
apayangdihalalkan-Nya dan mengharamkan apa yang diharamkan-Nya,
karenayangdemikianitulahsifatpertengahanyangdiperintahkanoleh-Nya. *®

Dan Al-qur’an surah Al-Isra ayat 27 :

a

3
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Artinya :Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.®’

Tafsir ayat :

% Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqji, Tafsir Al-Quran Al- ‘Azhim, Op.Cit, h.291-
292

% Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqji, Tafsir Al-Quran Al- ‘Azhim, diterjemahkan
oleh Bahrun Abu Bakar dengan judul Tafsir Ibnu Katsir Juz | Al-Fatihah — Al-Bagarah( Bandung
: Sinar Baru Algensindo,2000 ), Juz. 8, h.291-292

YDepartemen Agama Republik Indonesia, 4/Qur’an dan Terjemahnya,0p.Cit.420
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Terjemah tafsir :
Firmanya-Nya, (ullw.:\.f.i.l\ljlfbj;\w@;‘m) “sesungguhnya

pemboros — pemboros itu adalah saudara syaitan.”Yakni, saudara dalam
keborosan, kebodohan, pengabaian terhadap ketaatan, dan kemaksiatan kepada

P ICE SR
Allah.Oleh karena itu, Dia berfirman, (¢ Kj&;@.&)l;gﬁdl»ﬁ) “dan syaitan itu
adalah sangat ingkar kepada Rabbnya.” Maksudnya, benar -benar ingkar, karena
syaitan itu telah mengingkari nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan sama
sekali tidak mau berbuat taat kepada-Nya, bahkan ia cenderung durhaka kepada-
Nya dan menyalahi-Nya.”
Islam sebagai agama samawi menekankan kepada seluruh umatnya untuk
selalu berperilaku konservatif terhadap lingkungan dengan cara :
1. Melakukan perlindungan terhadap berbagai potensi sumber daya alam
(hutan dan perairan) yang telah diciptakan Allah SWT.
2. Dengan ilmu pengetahuannya manusia wajib melakukan pengawetan

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, untuk menopang berbagai

budidaya.

% Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqji, Tafsir Al-Quran Al- ‘4zhim, Op.Cit, h.627-
628

*Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min
Ibnu Kasir, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul Tafsir Ibnu
Katsir Jilid 5,0p.Cit, h.158
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3. Manusia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk
meningkatkan kesejahteraanya dengan bijaksana dan menjaga kelestarian
alam dan lingkungan.*®
Pendapat ulama terkait dengan illegal logging yang marak sekali terjadi

sekarang ini, yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah
mengeluarkan fatwa yang merupakan hasil pertemuan “IJTIMA' KOMISI-
KOMISI FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN DI BANJARMASIN
KEPUTUSAN FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN No: 127/MUI-
KS/XII/ 2006.” Tentang “PENEBANGAN LIAR DAN PERTAMBANGAN
TANPA IZIN ILLEGAL LOGGING DAN ILLEGAL MINING”. ljtima’ Komisi-
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah 1V Kalimantan yang
berlangsung di Banjarnmasin pada tanggal 22 Zulgaidah 1427 H bertepatan
dengan tanggal 13 Desember 2006 M setelah :

MENIMBANG :

a. Bahwa akhir-akhir ini makin maraknya penebangan liar dan penambangan
tanpa izin dan bisnis ilegal loging dan ilegal mining;

b. bahwa hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan negara, yang
menyebabkan rusaknya lingkungan dan terjadi banjir dan tanah longsor
dan melawan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa untuk membatasi praktek tersebut MUI memandang perlu

menetapkan fatwa tentang penebangan liar dan penambangan tanpa izin,

1% Otto  Soemarwoto.“Ekologi  Lingkungan Hidup dan Pembangunan”.(Jakarta :
Djambatan, 1997 ). h.33
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bisnis ilegal loging dan ilegal mining untuk dijadikan pedoman bagi

masyarakat.

MENGINGAT :
1. AL QUR'AN:

a. Firman Allah tentang penciptaan kekayaan alam seperti kayu dan
tambang untuk umat manusia, S. Al Bagarah: 29
Artinya: "Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi
untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu
dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala
sesuatu".

b. Firman Allah tentang pemberian kemudahan yang menjadikan
segala yang diberikan kepada manusia untuk mengambil
manfaatnya, S. Al Jatsiyah: 13
Artinya "Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada dilangit
dan apa yang ada dibumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-
Nya.sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir".

c. Firman Allah tentang larangan merusak lingkungan , S. Al 'Araf:
56
Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi
sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdo'alah kepada-Nya

dengan rasa takut(tidak diterima) dan harapan (akan dikabulkan),



101

sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik".

d. Firman Allah tentang musibah yang terjadi disebabkan tangan
manusia, S. Asyuuraa: 30
Artinya: "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah
disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah
memaafkan sebagian besar(dari kesalahan-kesalahan mu)".

e. Firman Allah tentang wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan
pemerintah yang melarang penebangan dan menambang yang
berlebihan, S. An Nisa: 59
Artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya) dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Qur'an) dan Rasul (SunnahNya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah, dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya".

2. HADIS:
Hadis yang menerangkan wajib mentaati pemimpin (Pemerintah) :
Artinya: "Hendaklah kalian bertagwa kepada Allah dan mendengar serta
mentaati(pemimpin) walaupun seorang yang berasal dari budak bangsa
Habsyah" (HR. Ibnu Majah dari Al- Irbadh bin Syariyah).

3. KAIDAH-KAIDAH FIKIH:
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a. Kebijakan Pemerintah harus untuk mewujudkan kemaslahatan
masyarakat :

Artinya: "Kebijakan(peraturan) pemerintah dalam mengatur rakyat
haruslah berdasarkan kemaslahatan” (Al Asybahu wa Al Nazair
:134)

b. Peraturan pemerintah yang mengatur hal yang mubah yang

dianggap menjadi kemaslahatan umum dan apa yang telah
ditetapkan itu wajib ditaati:
Artinya: "Pemerintah memerintahkan untuk melakukan sesuatu
yang mubah yang dianggap membawa kepada kemaslahatan
umum, dan apa yang diperintah (diatur) itu hukumnya wajib
ditaati" (Mirast Mugaran : 127).

c. Peraturan pemerintah tersebut menjadi bagian hukum syara'
(agama) yang wajib ditaati oleh semua orang:

Arlinya: "Peraturan pemerintah menjadi bagian hukum syara' (
agama) yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat untuk

melaksanakannya™ (Mirast Mugaram : 127)

MEMPERHATIKAN:
Pendapat para peserta Ijtima’ Komisi-Komisi Fatwa MUI Wilayah IV Kalimantan
yang diselenggarakan di Banjarmasin pada tanggal 22 Zulgaidah 1427 H

bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2006 M.
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DENGAN BERTAWAKAL KEPADA ALLAH
MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: tentang penebangan dan penambangan sebagai berikut:

1. Penebangan dan penambangan yang merusak lingkungan dan merugikan
masyarakat dan atau negara hukumnya haram.

2. Semua kegiatan dan penghasilan yang didapat dari bisnis tersebut tidak
sah dan hukumnya haram.

3. Penegak hukum wajib bertindak tegas sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.'%*

Orang yang melakukan pembalakan liar (illegal logging), pembakaran
hutan, penebangan di luar batas yang dibolehkan, dan segala macam pelanggaran
lainnya terkait hutan wajib diberi sanksi ta’zir yang tegas oleh negara
(peradilan).Ta’zir ini dapat berupa denda, cambuk, penjara, bahkan sampai
hukuman  mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang
ditimbulkannya.Prinsipnya, ta’zir harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera
agar kejahatan perusakan hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat
dapat terpelihara.Seorang cukong illegal loging, misalnya, dapat digantung lalu
disalib di lapangan umum atau disiarkan TV nasional.Jenis dan batasan sanksi

ta’zir dapat ditetapkan oleh Khalifah dalam undang-undang, atau ditetapkan oleh

101 jjtima' tentang Penebangan Liar dan Pertambangan Tanpa lzin, http://www.
dephut.go.id/index.php/news/details/2645,(27-04-2007) diakses pada hari Rabu tanggal 16 Juli
2014



http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2645
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Qadhi Hisbah jika Khalifah tidak mengadopsi suatu undang-undang ta’zir yang
khusus.

Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan,
pendistribusian hasil pengelolaan dan penerapan sanksi-sanksi bagi yang
melanggarnya merupakan satu kesatuan kebijakan yang harus di laksanakan
secara bersama-sama dalam suatu institusi negara yang sesuai dengan syariah
islam, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai kondisi ideal yang nantinya akan
tercipta suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.%?

Diterapkannya islam sebagai jalan untuk kehidupan, segala bencana yang
disebabkan oleh kesalahan pengelolaan hutan seperti tanah longsor, banjir
bandang, global warning, menipisnya lapisan ozon, kekurangan sumber air bersih,
polusi udara, air dan tanah serta dampak buruk lainnya dapat di hilangkan.Selain
itu, dengan adanya sistem pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan
hutan dan pendistribusian hasilnya dilaksanakan sesuai dengan syariah islam,
maka dipastikan kehidupan masyarakat dari sisi ekonominya tidak akan seperti
sekarang ini. Kejayaan islam yang pernah terwujud di masa lampau akan terulang
kembali. Kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat pasti dapat diraihnya.

Perumusan undang-undang hukum pidana Islam perlu ijtihad oleh
pemerintah.Namun demikian, ada kaidah atau asas yang perlu diperhatikan dalam
perumusan hukum pidana ini.Pertama, asas bahwa hukuman tidak dapat berlaku
surut kebelakang.Artinya, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum

kecuali ada undang-undang yang mengaturnya.Ilni disebut juga dengan asas

102R, Soepardi, Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Jaman, (Jakarta : Perum Perhutani,
1974), h.79-83
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legalitas.Jadi, pebuatan yang dilakukan sebelum dilarang oleh undang-undang
tidak dapat dikenakan sanksi hukum.Kedua, asas bahwa pemerintah tidak dapat
menafsirkan secara luas nas al-Qur’an maupun as-Sunnah yang berkaitan dengan
hukum pidana.Pemerintah tidak boleh menerima pemikiran-pemikiran yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.Berat ringannya
hukuman ditentukan sesuai dengan tindak pidana atau kejahatan yang
dilakukan.Hukuman bisa ringan atau bahkan lebih berat dari hukuman yang ada

dikarenakan dianggap melampaui batas.

3. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Perlindungan Hutan
Menurut Hukum Positif Dan hukum Islam
a. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Perlindungan

HutanMenurut Hukum Positif

Masyarakat memiliki eksis tensi ganda, dalam arti keberadaannya dapat
dilihat dari beberapa aspek atau dimensi untuk pengololaan lingkungan.Pertama,
masyarakat adalah bagian dari ekosistem lingkungan; Kedua, masyarakat
merupakan pembangunan sekaligus perusak dari lingkungan dan ketiga,
masyarakat adalah pengambil keputusan dalam pengelolaan
lingkungan.Masyarakat sebagai kumpulan pergaulan antara individu manusia bisa
sebagai pembangun atau Pembina lingkungan yang baik, tetapi juga sekaligus
dapat sebagai perusak dan penghancur lingkungan, sama seperti hewan dan

tumbuh — tumbuhan. Tetpai manusia memiliki eksistensi yang sangant khas
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dibandingkan dengan elemen lingkungan lainnya, karena manusia memiliki akal,
budi, daya, dan pekerti.

Negara atau pemerintaha menjadi kesatuan daya untuk selanjutnya
menjadi pengambil keputusan yang mampu mempengaruhi masyarakat supaya
dapat lebih berguna, baik bagi individu — individu sendiri, masyarakat atau antar
sesama, dan bagi lingkungannya.'®®

Berdasarkan UUP3H Nomor 18 Tahun 2013, masyarakat memiliki hak
dan kewajiban atas lingkungan hidup yang baik, sebagaimana termuat dalam Pasal

58 :

1) Masyarakat berhak atas:
a) Lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas
lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan;
b) pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
C) upaya pemberdayaan masyarakat; dan
d) penyuluhan tentang pentingnya kelestarian
e) hutan dan dampak negatif perusakan hutan.
2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka
pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan, masyarakat berhak:
a) mencari dan memperoleh informasi adanyadugaan telah terjadinya

perusakan hutan;

103

—148.

Supriadi, Hukum lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Sinar grafika,tth),cet. Ke-2, h. 147



107

b) mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi perusakan hutan dan
penyalahgunaan izin kepada penegak hukum;

¢) mencari dan memperoleh informasi terhadapizin pengelolaan hutan
yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat;

d) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab
kepada penegak hukum; dan

e) memperoleh pelindungan hukum dalam:

(1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c; dan

(2) proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi
pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuanperaturan

perundang-undangan.

Dan kewajiban masyarakat atas Hutan Pasal 59, yang berbunyi :

1) menjaga dan memelihara kelestarian hutan; dan
2) mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.

Pasal 60
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Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun
tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi
perusakan hutan.'%*

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang
sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk
manusia.Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki pula
peran yang sangat penting atas kelangsungan hutan. Undang - undangkehutanan
telah memberikan peran kepada manusia untuk memberikan perannya dalam
pengelolaan hutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a UU
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
dinyatakan : “ masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,
termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan”. Hak atas
lingkungan yang sehat dan baik ini berkaitan dengan hak atas mencari dan
memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutanayat(2)
huruf a.*%

Selain peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi adanya
dugaan telah terjadinya perusakan hutan, setia orang mempunyai hak untuk
berperan dalam rangka pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap
manusia yang harus dipertahankan untuk mendapatkan perlindungan terhadap

adanya gangguan dari luar. Heinhard Steiger c.s menyatakan bahwa apa yang

104

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, Tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Op.Cit,h.8

1%5gjahaan, Hukum Lingkungan, (Jakarta : Pancuran Alam,tth), ed.rev, cet.ke-2, h.183.
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dinamakan hak-hak subjektif ( subjective right ) adalah bentuk yang paling luas
dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai
sesuatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan
hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh
prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-
perangkat lainnya.

Sebagai sumberdaya alam yang memiliki fungsi lindung, hutan
memberikan perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara
kesuburan tanah. Sebagai sumberdaya alam yang memiliki fungsi produksi, hutan
mempunyai hasil-hasil hutan baik berupa kayu, bukan kayu, maupun produk
turunannya, serta jasa lingkungan, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan
makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun fungsi konservasi
dari hutan menjadikan hutan sebagai tempat untuk mengawetkan keanekaragaman
tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya.*®

Fungsi-fungsi tersebut agar dapat berjalan secara optimal dan lestari, maka
usaha perlindungan terhadap hutan sangat perlu untuk dilakukan, baik berupa
hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi, serta komponen ekosistem
yang berada didalamnya. **’ Perlindungan hutan merupakan perlakuan yang
diberikan kepada hutan untuk mencegah dan membatasi terjadinya kerusakan

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh faktor-faktor

106 Abdul Khakim, “Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi
Daerah”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). h.72

97 |pid. h.74
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pengganggu. Adapun faktor-faktor pengganggu yang dapat menimbulkan
kerusakan hutan yaitu faktor gangguan alam (seperti longsor, gempa bumi,
gelombang pasang, serta serangan hama dan penyakit) dan faktor gangguan yang
disebabkan oleh aktivitas manusia (seperti kebakaran hutan, pembukaan hutan
untuk pemukiman atau sarana prasarana pembangunan lain, perambahan lahan,
pengembalaan liar, dan illegal logging).

Peraturan-peraturan yang mengatur berbagai hal mengenai usaha-usaha
perlindungan hutan sangat diperlukan agar usaha-usaha perlindungan hutan dapat
diterapkan dengan baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat.Oleh karena
itu,pengkajian status perlindungan hutan ditinjau berdasarkan undang-undang
yang telah ada saat ini perlu dilakukan.*®®

Hadirnya hukum lingkungan sekaligus pula memandang alam dan
lingkungan sebagai begitu penting sekali kedudukannya, oleh sebab itu harus
dihargai dan dilindungi supaya tetap eksis berdampingan baik dengan kehidupan
manusia.Makin meningkatnya belakangan ini pencemaran atau kerusakan
lingkungan, baik dilihat dari segi intensitasnya, maupun dari sudut kualitasnya
yakni sifat dan bahaya yang ditimbulkannya, serta dilihat dari sudut kuantitasnya
yakni makin meluasnya sebaran dampak yang diakibatkannya, adalah seiring
dengan berkembangnya peradapan manusia itu sendiri.

Mencipta dan mengusahai adalah kebudayaan yang baik.Karena dengan

demikianlah lahir kemudian kegiatan ekonomi, teknologi, industri atau kegiatan

1% Alam Setia Zain, “Hukum Lingkungan Konsevasi Hutan”, ( Jakarta: Rineka Cipta,
1997). h.79
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telekomunikasi dan informatika (telematika) sebagaiman kita rasakan pada fase

gelombang kehidupan sekarang.'®

b. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Perlindungan

HutanMenurut Hukum Islam

Allah menciptakan lingkungan semesta alam yang indah, damai, manfaat,
yang diatur manusia.Merupakan kewajiban penting bagi manusia untuk
memelihara habitat atau lingkungan semesta alam. Sebagaimana pentingnya
menyeru manusia supaya berpikir tentang ayat-ayat Allah 7« alaakan kejadian
alam semesta, yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya.**® Allah 74 ala

berfirman dalam Q.S. Qaaf ayat 7:

/.ai,"/ A0 /,:,i//~/ - /Z/fi//~ "2 =< ~ @
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Artinya :“Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami Ietakkan/padanya

gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam

tanaman yang indah dipandang mata.”***

Tafsir ayat :

M LA gy { ool e G J clolas by Loy 1l { B3R (23305 } a5,
A e s G} sl o o b L U1 U e 5EE B0 ety Lol

SIS sy Wl om0 | ety Slly Jladlly papll i e nel { ot b
M2 o sl { s b iy ([ 49 10 ] { 0550

%pid. h.17-19.

1% bn Manzhur, Lisan al- ‘4rab (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), Jilid 2 h.216.
“'Departemen Agama Republik Indonesia, 4/Qur’an dan Terjemahnya,Op.Cit.h.754

"2 Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasygi, Tafsir Al-Quran Al- ‘4zhim, Op.Cit, jilid
7.h.396
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Terjemah tafsir :

40 -~

Firman Allah Tabaaraka wa Ta'ala, ( BG33s [»N5)“Dan  kami
hamparkan bumi itu,” maksudnya, kami luaskan dan bentangkan.( &2 zlfs

(«~'9;)“Dan kami letakkan padanya gunung — gunung yang kokoh.”Hal itu agar
bum| beserta penduduknya tridak miring dan tidak berguncang.Gunung — gunung
itu berdiri tegak di atas bumi dengan semua sisinya dikelilingi air. ( 3. G Gis

@gs Cﬁ ) Jf ) “dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah

dlpandang mata.” Yakni, dari segala macam tanaman — tanaman, buah — buahan,
tumbuh — tumbuhan, dan lain sebagainya.

97

( ujjfx viw Gimy) Ll g ol J}f Se9)“Dan segala sesuatu kami ciptakan
berpasang — pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S.
Adz-Dzariyaat : 49). Kata ~<berarti pemandangan yang indah.'*?

Salah seorang filsuf Barat, Nietzsche, mengatakan,”Orang-orang lemah
dan tidak mampu, wajib mengetahui hak-hak mereka.Sebab, hak merupakan
dasar pertama dari dasar kecintaan kita kepada kemanusiaan ”.***

Dalam pendangan Islam, lingkungan sebagai penguat pada sudut pandang
Al-Qur’an yang universal tentang alam semesta, yang menegaskan bahwa di sana
terdapat hubungan erat dan timbal balik antara manusia dan unsur-unsur alam
semesta. Sedangkan titik temunya adalah terpancarnya keyakinan bahwa jika
manusia berbuat buruk atau menggunakan unsur-unsur habitat alam secara

membabi buta, maka alam pun akan meledak mengakibatkan kerusakan secara

langsung.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min
Ibnu Kasir, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul Tafsir Ibnu
Katsir Jilid 7,0p.Cit, h.507

Muhammad al-Ghazzah.Rakaiz al-lmam Baina al-Agl wa al-Qalb, (Kuwait: Maktabah
al-Amal, 1967) h. 318
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Syariat Islam datang membawa aturan pada setiap manusia yang hidup di
atas muka bumi, agar jangan sampai membawa kerusakan dalam bentuk apapun
pada semesta ini. Sebagaiman termuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh

Ahmad :

S A BN P CE UNER LRI H IS P2 P SN BN SR e kAT

Artinya :"Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah
mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Jabir dari lkrimah dari Ibnu Abbas, ia
berkata; Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak boleh membahayakan (orang lain)
dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya”.** Kemudian syariat Islam
mengiringinya dengan kewaspadaan dari pencemaran lingkungan atau kerusakan.

Rasulullah dalam masalah ini bersabda :

8 -
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bt Y i S Sl us g ais gLl U gl s Sis
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Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Suwaid Ar Ramli
dan Umar bin Al Khaththab Abu Hafsh dan haditsnya lebih sempurna,
bahwasanya Sa'id bin Al Hakam telah menceritakan kepada mereka, dia berkata;
Telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Yazid telah menceritakan kepada kami
Haiwah bin Syuraih bahwasanya Abu Sa'id Al Himyari telah menceritakan
kepadanya dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat; buang air

besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh.".”**®

15gyaikh Al Muhadits Ahmad Muhammad Syakir, Musnad Imam Ahmad, (Bogor :
Pustaka Azzam,2005), h.279,

"8 Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-‘Adzim Abadi, Aunul Ma budsyarah
sunan abu daud, (Bogor : Pustaka Azzam, tth).
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Secara umum Rasulullah mengikat antara pahala dan pemeliharaan

lingkungan, sebagaimana sabdanya :

°
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Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah
telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah memberitakan kepada
kami Hisyam bin Hassan dari Washil mantan budak Abu ‘Uyainah, dari Yahya
bin 'Ugail dari Yahya bin Ya'mar dari Abu Dzar dari Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam, beliau bersabda: "Ditampakkan kepadaku amalan-amalan yang
pernah di kerjakan oleh ummatku, baik yang amalan jelek ataupun yang baik.
Lalu aku melihat di dalam amal baiknya terdapat (ketika ia) menyingkirkan
sesuatu yang membahayakan dari jalan, dan aku lihat dari amal-amal buruknya
adalah berdahak di dalam masjid, namun dia tidak ditimbunnya.".”**’

Islam menetapkan anjuran untuk memelihara lingkungan serta

keindahannya, sebagaimana yang tampak dalam sabda Rasulullah SAW saat

seorang sahabat bertanya kepadanya :
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Artinya :“Telah menceritakan kepada kami 'Arim telah menceritakan
kepada kami Abdul Aziz bin Muslim Al Qasmali telah menceritakan kepada kami
Sulaiman Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Yahya bin Ja'dah dari
Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda: "Tidak akan masuk neraka, orang yang di dalam hatinya ada iman
seberat biji (sawi) dan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada

“\Muhammad Nashiruddin Al Albani, Terjemah Shahih MuslimKitab Al-Masaajid wa
Mawaadhi’us Shalat, Bab An-Nahyu ‘anil Bishaaq fii masjid fii Shalat wa Ghairuha(Bogor
:Pustaka Azzam,2005) No.553.
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kesombongan seberat biji (sawi).”" Seorang laki-laki bertanya; Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya aku menyukaiku bila aku berpakaian bersih, kepalaku berminyak
dan tali sandalku baru, ia menyebutkan semuanya hingga menyebutkan ikatan
cambuknya, apakah termasuk kesombongan, wahai Rasulullah? Beliau bersabda:
"Tidak, itu adalah keindahan, sesungguhnya Allah itu Maha Indah, menyukai
keindahan, tetapi kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan
manusia.”**®

Syariat Islam telah memberikan upah (hak untuknya) yang dianugerahkan

kepada manusia yang menyuburkan bumi yang kerontang.Sebab, menanam
pohon, atau menanam biji-bijian, mengairi bumi yang kering dan gersang,

termasuk perbuatan baik dan amal kebajikan. Dalam masalah ini Rasul bersabda :

wwwyyﬁjwujmw "”’ A wu»xﬁw>wumguk
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Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan
kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid telah menceritakan kepada kami Hisyam
bin 'Urwah dari Wahb Bin Kaisan dari Jabir berkata; Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang telah
mati maka itu menjadi haknya, dan apa yang dimakan oleh hewan atau burung
maka itu menjadi sedekah baginya". Ada seorang laki-laki yang bertanya, Wahai
Abu Mundzir, Abu Abdurrahman Abu Al Mundzir Hisyam Bin 'Urwah berkata;
apakah Al 'afiyah itu. Dia menjawab, segala sesuatu yang bisa dipetik atau
dipungut. 7.}

Aset yang tergolong kepemilikan umum ini, tidak boleh sama sekali

dimiliki secara individu atau dimonopoli oleh sekelompok orang. Aset yang
termasuk jenis ini adalah: pertama, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital
masyarakat, dan akan menyebabkan persengkataan jika ia lenyap, misalnya
padang rumput, air, pembangkit listrik, dan lain-lain; kedua, segala sesuatu yang

secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu, misalnya sungai, danau,

181hid, Kitab Al-Iman, Bab Tahrim Al-kibr wa Bayaanuhu No. 91

1bn Manzhur, Lisan al- ‘4rabMadah Afaa(Bierut : Dar al-Shadir, 1986), h.72.
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laut, jalan umum, dan lain-lain; ketiga, barang tambang yang depositnya sangat
besar, misalnya emas, perak, minyak, batu bara, dan lain-lain.

Kepemilikan umum ini dalam prakteknya dikelola oleh negara, dan
hasilnya (keuntungannya) dikembalikan kepada masyarakat.Bisa dalam bentuk
harga yang murah, atau bahkan gratis, dan lain-lain.Adanya pengaturan
kepemilikan umum semacam ini, jelas menjadikan aset-aset startegis masyakat
dapat dinikmati bersama-sama. Tidak dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok
orang sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa, sebagaimana yang tejadi
dalam sistem kapitalis. Dengan demikian, masalah kemiskinan dapat dikurangi,
bahkan diatasi dengan adanya pengaturan kepemilikan umum.

Inilah pandangan Islam serta peradaban Islam bagi lingkungan semesta
alam.Pandangan yang memberikan keyakinan bahwa lingkungan dan berbagai
macam ruang lingkupnya itu saling berinteraksi, timbal balik dan saling
menyempurnakan, saling mendukung sesuai dengan sunatullah yang berlaku di
alam semesta yang telah diciptakannya dalam sebaik-baik bentuk.Karena itu,

setiap Muslim wajib menjaga dan memelihara keindahan tersebut.*?

B. lllegal logging

1. Pengertian lllegal logging

Illegal logging berdasarkan terminologi berasal dari 2 (dua) suku kata,

yaitu illegal berarti perbuatan yang tidak sah (melanggar), sedangkan logging

2Tagiyuddin An-Nabhani,”An-Nizham al-Igtishadi fi al-Islam”,(Beirut : Darul Ummah,
1990). Diterjemahkan oleh Ahmad Erani Mustika dengan judul”Sistem Ekonomi Islam”.(Bogor :
Al Azhar, 2009).h.153-155
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berarti kegiatan pembalakan kayu sehingga illegal logging diartikan sebagai
perbuatan/kegiatan pembalakan kayu yang tidak sah.

Pengertian illegal logging dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut
“UU Kehutanan”) tidak didefinisikan secara jelas illegal logging dan hanya
menjabarkan tindakan-tindakan illegal logging . Kategori illegal logging menurut
Pasal 50, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki
kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, melakukan
penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan,dan lain - lain. Dapat
dikatakan bahwa pengertian illegal loggingwalau tidak dijelaskan secara eksklusif
dalam UU, namun pengertiannya bukan hanya menyangkut pembalakan kayu
melainkan lebih luasnya yaitu perusakan hutan.

Setelah diresmikannya Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar ( illegal
logging ) memiliki definisi yang jelas yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil
hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.***1llegal loggingatau pembalakan
liar atau penebangan liar menurut pengertian lain adalah kegiatan penebangan,
pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari
otoritas setempat.'?*Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal

hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat

2!yndang — Undang Republik Indonesia,”Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, Pasal 1 ayat (4)

122 «penebangan Liar”, (http://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_liar), Diakses 20
Februari 2014.
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pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekpor dengan memberikan

informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.

2. Faktor Penyebab Illegal logging

Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal:

a. Tingginyapermintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik
dengan persediaannya. Dalam kontek demikian dapat terjadi bahwa
permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu

mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu.

Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional
dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi
lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak
sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (illegal logging).
Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong

praktek illegal logging di taman nasional dan hutan konservasi.

b. Tidakadanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21
Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan
dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.
309/Kpts-11/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan

Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi.
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Ketidak sinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut
terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun'®®
dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya
untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun.*®* Hal demikian menyebabkan
pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan
penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah
ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat

illegal logging .

c. Lemahnya penegakkan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak
pidana illegal logging . Selama ini, praktekillegal logging
dikaitkan dengan lemahnya penegakkan hukum, di mana penegak
hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat

transportasi kayu.

Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di
luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum
yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dianggap tidak memiliki “taring”
untuk menjerat pelaku utama illegal logging , melainkan hanya menangkap pelaku
lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang

justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek illegal logging .

12 pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1971 tentang Hak
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.

2pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-
11/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi.
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d. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah
wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan
otonomi  daerah diberlakukan  pemerintah  daerah  harus

mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri.

Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah  melirik  untuk
mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang
tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan.Dalam kontek inilah
terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah
daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya,
termasuk hutan guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan
ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan.Tekanan hidup yang
dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong
mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk

kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.*?

3. Dampak Illegal logging

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan
ekosistem di Indonesia.Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan

masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh

Y “Illegal logging,” Penyebab dan Dampaknya, (http://www2.kompas.com/kompas-

cetak/0309/ 16/opini/563606.htm), Diakses 20 februari 2014.
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kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga
mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-

dampak Illegal logging sebagai berikut:

a. Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat
musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah
longsor.

b. Illegal logging juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air
di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya
menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk
kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para
pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar
hutan kekurangan air bersih dan air untuk irigasi.

c. semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah
yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia.
Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak
langsung Illegal logging juga menyebabkan hilangnya lapisan
tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.

d. lllegal logging juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna
dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga
kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan
negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari

pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.
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e. dampak yang paling kompleks dari adanya Illegal logging ini
adalah global warming yang sekarang sedang mengancam dunia
dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam dan semakin

langkanya orang utan.*?

2http://id.wikipedia.org/wiki/”Pembalakan_liar”, diakses pada tanggal 30 Mei 2014
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BAB Il
ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku lllegal Logging Menurut Hukum Positif

Didalam hukum positif khususnya mengenai pemeliharaan lingkungan
hidup sudah banyak diatur didalam undang — undang .Begitujuga halnya dalam
masalah illegal logging, pemerintah kita sudah membuat undang — undang dan
disahkan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya illegal logging.

Ketentuan pidana dan sanksi pidananya yang di atur dalam Pasal 82
sampai dengan Pasal 103UU No. 18 Tahun 2013, merupakan salah satu dari
upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara
lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap
setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat
menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.Efek jera yang
dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana
kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang
kehutanan menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar
hukum karena sanksi pidannya berat.

Ada 3 jenis pidana yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan pasal 103

UU No. 18 Tahun 2013 vyaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana
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perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga
jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Ketentuan
pidana tersebut dapat di lihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam
Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013. Jenis pidana itu
merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan
sebagaimana yang di atur dalam Pasal82 sampai dengan pasal 103 UU No. 18
Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.'?’

Ketentuan pada Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa, Setiap orang dilarang
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan hutan dan pasal 13 ayat (2) menyatakan Penebangan pohon yang
dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyaitujuan strategis yang tidak dapat
dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa, Barang
siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b atau Pasal 12 ayat (1) huruf c, diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak
Rp2.500.000.000,00 ( dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 12 yang di maksud dengan orang adalah subyek hukum
baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan
hutan misalnya pagar — pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas,

dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam

127

tahun 2013

Lihat undang-undang pencegahan dan pembrantasan pengrusakan hutan nomor 18
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kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut. Sedangkan penjelasan pada Pasal 13
ayat (2) yang di maksud dengan penebangan pohon adalah untuk kegiatan yang
mempunyai tujuanstrategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin
khusus dari Menteri.*?®

Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa, Setiap orang di

larang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau

jarak sampai dengan:

1. 500 meter dari tepi waduk atau danau ;

2. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 meter dari Kiri kanan tepi sungai ;

4. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan

6. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendahdari tepi pantai.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling
lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00. (dua miliar lima
ratus juta rupiah) Pasal 82 ayat (3) huruf a, b dan c tersebut jika dilakukan oleh
badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan
terhadap pengurusnya sesuai dengan ancaman pidana masing — masing di tambah
1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan Pasal 12 sampai dengan pasal 17 dan

pasal 20 sampai dengan Pasal 26.Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan
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Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, Tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
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usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroan
komanditer (commanditer vennotschaap - CV), firma, koperasi, dan sejenisnya.*?

Ketentuan pada Pasal 12 huruf d menyatakan bahwa, Setiap orang di
larang untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasali,
dan/atau memiliki hasil penebangandi kawasan hutan tanpa izin.Ketentuan pada
Pasal 12 huruf | menyatakan bahwa membeli, memasarkan, dan/atau mengolah
hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut
secara tidak sah. Sedangkan ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa,
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf d atau huruf I, diancam dengan pidana penjara paling lama 3tahun
dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

Penjelasan Pasal 12 huruf f, yang di maksud dengan pejabat yang
berwenang adalah pejabat pusat dan daerah yang diberi wewenang oleh undang —
undang untuk memberi izin, sedangkan penjelasan pada Pasal 12 huruf g cukup
jelas. Pelanggaran pada ketentuan Pasal 12 huruf f dan g, di ancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 15 (lima belas) tahun, denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) dan Rp10.000.000.000,00- (sepuluh
miliar rupiah) Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).Pada ketentuan Pasal 12
huruf emenyatakan bahwa, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan
yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa, Barang

siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

*Lihat undang-undang pencegahan dan pembrantasan pengrusakan hutan nomor 18

tahun 2013 Pasal 13
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huruf e, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).Penjelasan
Pasal 12 huruf e yang dimaksud dengan dilengkapi bersama — samaadalah bahwa
setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan
tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat — surat yang sah sebagai
bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan
tersebut dengan keadaan isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut
dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan
tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat — surat sah sebagai bukti.

Ketentuan Pasal 12 huruf f menyatakan bahwa, membawa alat-alat yang
lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.Sedangkan ketentuan pada
Pasal84 ayat (1) menyatakan bahwa, Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 huruf f, diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).Penjelasan Pasal 12 huruf f yang di maksud dengan alat — alat
berat untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, bulldozer, truck trailer, crane,
tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal.

Pada ketentuan Pasal 12 huruf gmenyatakan bahwa, membawa alat-alat
berat dan/atau alat-alat lainnyayang lazim atau patut diduga akan digunakan
untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang.Sedangkan ketentuan pada Pasal 85 ayat (1) menyatakan bahwa,

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 12 huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Penjelasan
Pasal 12 huruf g, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang
membawa alat — alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya,
sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.**°

Penjelasan dalam undang-undang disebutkan benda yang termasuk alat —
alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, pontoon, tugboat, perahu
layar, helicopter, dan lain — lain.Berdasarkan uraian tentang rumusan ketentuan
pidana dan sanksinya yang di atur oleh UU No. 18 tahun 2013 tersebut di atas,
maka dapat ditemukan unsur — unsur yang dapat dijadikan dasar hukum

penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (illegal

logging) vyaitu :

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hukum.

2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan — ketentuan perizinan sehingga
merusak hutan.

3. Melanggar batas — batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan
undang — undang.

4. Menebang pohon tanpa izin.

5. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,
menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga
sebagai hasil hutan illegal.

6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa surat izin.

39| jhat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Nomor 18
tahun 2013 Pasal 82-103 tentang ketentuan pidana
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7. Membawa alat — alat berat dan alat — alat lain pengelolaan hasil hutan

tanpa izin.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Menurut Hukum Islam

Di dalam Islam, hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas
tindakan orang yang melanggar disebut hudud.Perbuatan ini jelas diharamkan
dalam Islam dan pelakunya tidak hanya dikenai sanksi di dunia berupa gishash
dan diyat, serta ta’zir, tapi juga dikenai siksaan yang pedih di akhirat
nanti.Perbuatan tentang jarimah dan sanksinya ini telah diatur dalam Al Quran
dan Sunnah. Para ulama telah membahas dan menulisnya secara jelas dan
gamblang di dalam kitab-kitab Figh (bab jinayat) berdasarkan pemahaman mereka
terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan ini lebih popular disebut Figh
Jinayat.™*"

Masalah kriminal, Islam menempuh dua macam cara. Pertama,
menetapkan hukuman berdasarkan nash (Al-Quran dan hadits). Kedua,
menyerahkan penetapannya kepada ulil amri (penguasa).Dalam cara yang
pertama, Islam tidak memberikan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman
yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Quran
dan As-Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang pertama ini berlaku
sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu.Jarimah
hudud dapat diartikan pula dengan jarimah. Adapun pengertian jarimah adalah

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam Allah dengan

BIA. Djazuli, Figh Jinayah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.57
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hukuman had atau ta’zir. Perbuatan jarimah diancam dengan hukuman yang telah
ditentukan dalam nass Al-Quran atau sunah Rasul dan telah pasti ancamannya.
Sehingga tidak dapat diganti bahkan dibatalkan sama sekali oleh manusia.

Bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah dalam sebuah
kenegaraan jika sesuatu itu sudah dalam bentuk undang-undang. Dengan adanya
prinsip tersebut jarimah dan sangsinya akan dapat diketahui dengan jelas dan
pasti. Untuk kasus illegal logging tidak ada dijelaskan dalam hukum pidana
islam.Islam memberikan kesempatan yang luas kepada ulil amri untuk
menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya.Al Quran dan As-
Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan
kepada penguasa.Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang
merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana
yang harus dikenakan hukuman.Tindak pidana yang termasuk kelompok ini, oleh
fugaha’ dinamakan jarimah ta’zir dan hukumannya pun disebut hukuman ta’zir.'*

Ta’zir adalah ketentuan hukuman berbentuk pengajaran yang tidak
dijelaskan secara tegas oleh nas, tetapi perlu dijatuhkan terhadap pelaku.Menurut
ulama fikih, yang berhak untuk menentukan hukuman ta’zir ini adalah
pemerintah.Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan ketertiban dan
kemaslahatan masyarakat.Jadi, hukuman ta’zir sebenarnya cukup luas.Selain yang
dijelaskan dalam al-Qur’an dan sunah, pemerintah memiliki kewenangan untuk
menetapkan hukuman ta’zir terhadap pelaku perbuatan pidana yang bukan

termasuk hudud dan qisas atau diat.Sebagai ulil amri, pemerintah berhak

32 Abdur Rahman | Doi.Tindak Pidana Dalam Syariat Islam. (Jakarta : PT Rineka Cipta,
1992),h.75-77
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memutuskan sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakatnya.Di
sinilah peluang pemerintah untuk merumuskan undang-undang hukum pidana
yang dengan semangat nas.

Orang yang melakukan pembalakan liar( illegal logging ), pembakaran
hutan, penebangan di luar batas yang dibolehkan, dan segala macam pelanggaran
lainnya terkait hutan wajib diberi sanksi ta’zir yang tegas oleh negara (peradilan).
Ta’zir ini dapat berupa denda, cambuk, penjara, bahkan sampai hukuman mati,
tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya.Prinsipnya, ta’zir
harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar kejahatan perusakan hutan
tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat dapat terpelihara.Seorang
cukong illegal loging, misalnya, dapat digantung lalu disalib di lapangan umum
atau disiarkan TV nasional. Jenis dan kadar sanksi ta’zir dapat ditetapkan oleh
Khalifah dalam undang-undang, atau ditetapkan oleh Qadhi Hisbah jika Khalifah
tidak mengadopsi suatu undang-undang ta’zir yang khusus.*®

Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan,
pendistribusian hasil pengelolaan dan penerapan sanksi-sanksi bagi yang
melanggarnya merupakan satu kesatuan kebijakan yang harus di laksanakan
secara bersama-sama dalam suatu institusi negara yang sesuai dengan syariah
islam, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai kondisi ideal yang nantinya akan
tercipta suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Diterapkannya Islam sebagai jalan untuk kehidupan, segala bencana yang

disebabkan oleh kesalahan pengelolaan hutan seperti tanah longsor, banjir

133 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) Cet.
4.h.78-82
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bandang, global warning, menipisnya lapisan ozon, kekurangan sumber air bersih,
polusi udara, air dan tanah serta dampak buruk lainnya dapat di hilangkan.
Adanya sistem pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan
hutan dan pendistribusian hasilnya dilaksanakan sesuai dengan syariah islam,
maka dipastikan kehidupan masyarakat dari sisi ekonominya tidak akan seperti
sekarang ini. Kejayaan islam yang pernah terwujud di masa lampau akan terulang
kembali. Kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat pasti dapat diraihnya.
Perumusan undang-undang hukum pidana Islam perlu ijtihad oleh
pemerintah.Namun demikian, ada kaidah atau asas yang perlu diperhatikan dalam
perumusan hukum pidana ini.Pertama, asas bahwa hukuman tidak dapat berlaku
surut kebelakang.Artinya, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum
kecuali ada undang-undang yang mengaturnya.lni disebut juga dengan asas
legalitas.Jadi, pebuatan yang dilakukan sebelum dilarang oleh undang-undang
tidak dapat dikenakan sanksi hukum.Kedua, asas bahwa pemerintah tidak dapat
menafsirkan secara luas nas al-Qur’an maupun as-Sunnah yang berkaitan dengan
hukum pidana.Pemerintah tidak boleh menerima pemikiran-pemikiran yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.**
Berat ringannya hukuman ditentukan sesuai dengan tindak pidana atau

kejahatan yang dilakukan.Hukuman bisa ringan atau bahkan lebih berat dari

hukuman yang ada dikarenakan dianggap melampaui batas.

B4 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Ibid. h.95-97
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C. Persamaan Dan Perbedaan

Setelah dilakukan analisis mengenai illegal logging menurut hukum positif
dan hukum islam, ditemukanlah persamaan dan perbedaan dari kedua hukum

tersebut yaitu :

1. Persamaan
a. Hukum Positif dan Hukum Islam

1) Hukum positif dan Hukum Islam memberikan hukuman terhadap
pelaku illegal logging ;

2) Hukuman berupa kurungan, denda dan pengambilan alat — alat
yang digunakan untuk illegal loggingbahkan bisa dijatuhkan
hukuman kumulatif ( gabungan ) ;

3) Syarat — syarat dan ketentuan untuk dijatunhkan hukuman sudah
diatur dengan jelas ;

4) Hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran
bagi pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan tindak
pidana illegal logging ;

2. Perbedaan
a. Hukum Positif

1) Hukuman terhadap

2) pelaku illegal logging diatur dalam undang — undang ;

3) Jenis hukuman sudah jelas baik itu berupa denda maupun lamanya

kurungan ;
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4) Syarat — syarat dan ketentuan hukum untuk dijatuhkannya suatu
hukuman diatur dalam undang — undang.

Hukum Islam

1) Hukuman belum diatur dalam hukum islam namun diserahkan
kepada hakim atau penguasa yang disebut dengan jarimah ta’zir ;

2) Jenis hukuman terhadap pelaku illegal logging tergantung
kebijakan dari hakim ;

3) Hukuman bisa lebih berat ;



BAB IV

PENUTUP
Simpulan Dan Saran
A. Simpulan
1. Hukumanpidanaterhadappelakuillegal logging  menurutPasal 82

sampaidenganPasal 103 uu No. 18 Tahun 2013
tentangketentuanpidanadansanksipidananyabisaberupakurungandandendad
enganpidanapenjara paling lama 5 (Lima) tahundandenda paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratusjuta rupiah)
bahkanhukumankumulatif.
Sedangkandalamhukumislamhukumanbagipelakuillegal logging
tidakadadiaturdenganjelas,
akantetapiperbuataninitermasukdalamtindakpidanata’zir ~ (jarimahta’zir)
dimanaberatdanringannyahukumanditentukanolehseorang hakim
ataupenguasa.Hukuman yang dijatuhkanbahkanlebihberatdarihukum yang
adajikajenisperbuatannyadianggapmelampauibatas.

2. HukumPositifdanHukum Islam ditemukanpersamaandanperbedaan, yaitu :
3. Persamaan

b. HukumPositifdanHukum Islam
5) HukumpositifdanHukum Islam

memberikanhukumanterhadappelakuillegal logging ;

40



6)

7)

8)
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Hukumanberupakurungan, dendadanpengambilanalat — alat
yang digunakanuntukillegal
loggingbahkanbisadijatuhkanhukumankumulatif (gabungan) ;
Syarat _
syaratdanketentuanuntukdijatuhkanhukumansudahdiaturdengan
jelas ;
Hukumanbertujuanuntukmemberikanefekjeradanpembelajaranb
agipelakumaupunmasyarakat agar

tidakmelakukantindakpidanaillegal logging ;

4. Perbedaan

C.

HukumPositif

5)

6)

Hukumanterhadappelakuillegal loggingdiaturdalamundang -
undang ;
Jenishukumansudahjelasbaikituberupadendamaupunlamanyaku

rungan ;

7) Syarat -

syaratdanketentuanhukumuntukdijatuhkannyasuatuhukumandia

turdalamundang — undang.

Hukum Islam

4) Hukumanbelumdiaturdalamhukumislamnamundiserahkankepa

da hakim ataupenguasa yang disebutdenganjarimahta’zir ;

5) Jenishukumanterhadappelakuillegal

loggingtergantungkebijakandari hakim ;
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6) Hukumanbisalebihberat ;
B. Saran

1. Untukpenanggulanganillegal
loggingdapatdilakukanTindakanpenanggulangan (represif)
dapatdilakukandenganpenegakanhukummulaidaripenyelidikan,
penyidikansampaikepengadilan.
Untukituharusadakesamaanpersepsiantaramasing-
masingunsurpenegakhukumyaitupenyidik (Polridan PPNS)
jaksapenuntutdan hakim.

2. Membuatrekomendasikebijakan,
sepertiadanyapenegakanhukumbidangkehutanandenganmemberikansanksit
egaskepadaparapengusaha yang melanggarperaturanperundang-undangan
yang
berlakutanpapandangbuludenganmembekukanizinhakpengusahahutan
yang dimilikinyadanmenghentikanpemberianizinbaru.

3. Merivisisegalabentukperaturanperundang-undangan yang
tidaksesuailagidengankondisikekinianhutan di Indonesia
secarakeseluruhan.

4. Memberikansanksihukum yang tegaskepadaparaaparathukum (TNI, Polri,
Kejaksaan, Hakim, Bea Cukai) danpejabatpemerintahan
(PegawaiKehutanan di semua level tingkatanpemerintahanmulaidaripusat,
provinsidankabupaten/kota) yang diketahuimenjadi backing

sekaliguspelakukejahatanillegal logging.
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. Mengembalikanpengelolaankehutanansecaraterpadukepadamasyarakattrad
isionaldenganmemberikaninsentifkepadamasyarakat yang
dapatmenjagahutannyadenganbaik.

. Memberikanpenegasanbatas yang jelasterhadapsemuajenishutan.

. Melakukanreboisasidanpenghijauansecaraberkelanjutanuntukmendapatkan

kembalihutan yang telahditinggalkanolehpengusaha.
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